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Klaimwadah tung-
galadalahilusi
yang bertentang-
ansecavafaktual
denganadal
ganisasig iadvokat
yangmenjalankan
akthtaspya
masing-masing
danmemilikiang-
‘gotayang tersebar
diseluruhprovinsi
diIndonesia.
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Sistem Multibar
Harus SegeraDisahkan

eputusan Ketua Mah-
Kkamah Agung RI Dr

Hatta Ali dengan Surat
Ketua MARI No 73/KMA/
HK.01/1X/2015 merupakan
langkah bijaksana menuju pe-
ngesahan RUU Advokat baru |
yang mengubah sistem wadah”
tunggal (single bar association)
menjadi wadah jamak (multi-
bar association). Tentunya su-
ratketua Mahkamah AgungRI
itu dibuat dengan melihat
fakta yang ada bahwa sejak di-
sahkannya UU Advokat pada
2003 tidak pernah tercipta
single bar association. Delapan
organisasiadvokatyangdiakui
UU Advokat itu tetap eksis, te-

"tapi tidak meleburkan diri ke

dalam wadah tunggal organi-
sasi advokat sebagaimana di-
maksud UU Advokatdan men-
'jalankan fungsinyasesuaiang-
garan dasar organisasi advo-
kat masing-masing.

Setelah 12 tahun bérjalan,
delapan organisasi advokat
tersebut berkembang menjadi
15organisasiadvokat. Dengan
melihat"dassollen” tidaksela-
ras dengan "das sein” tersebut,
ketua Mahkamah Agung Rl
bersikap realistis untuk mem-
perbolehkan semua organisas
advokat menyelenggarakan
pelatihan advokat dan diber:
wewenang memberikan reko-
mendasi untuk pelantikan ad
vokat kepada semua pengadil-
an tinggi. Dengan demikian
tidak ada lagi "monopoli” pen-
didikan advokat dan pelantik
anadvokat diIndonesia. Tidal
ada lagi paksaan untuk men:
jadi anggota suatu orgamsas
advokat tertentu.

- Ribuan advokat muda yang
tidak dapat dilantik men;adl
advokatsesuai UUAdvokatka-
rena berbagai kendala seka-

Tsyarat pelanti

tif dan dapat d.uangkau semua

rang terbuka untuk mengikuti

advokat sampai ke provinsi di
seluruh Indonesia. Uang pela-
tihan akan jauh lebih ringan
dan fokus kepada praktik,
etika, dan mata pelajaran
praktis lain seperti arbitrase

perdagangan selain hukum
acara dan magang. Jadi, nasib
calon advokat di seluruh Indo-
nesia tidak hanya bergantung
pada satu organisasi advokat
yang selama ini mempersuht
calon advokat untuk menja-
lankan profesinya dengan ber-
bagai syarat yang tidak sesuai
dengan kaidah universal pro-
fesiadvokat.

undang undang harus dise-
$uaikan dengan situasi dan

kondisi yang dinamis di mana
sudah terbukti sistem singlebar
association gagal total. Pecah-
nya PERADI menjadi tiga kubu
menjadi bukti nyata gagalnya
sistem single bar association. Pe-
ngelolaan keuangan yang tidak
transparan dan pemilihan ke-
tuaumumyangtidak demokra-
tis mengaklbafka terpecah-

(nya organisasi yang dikelola

secarakomersial belaka tanpa
mendengarkan aspirasi dari
bawah. Dengansxstemmultlbar
association ada persaingan se-
hatyangkompetitif dimanaor;
ganisasj yang dikelola secara
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profesional dan demokratis
saja yang dapat eksis. Sistem
pelatihan dan ujian yang baik
dapat mendorong suatu orga-:
nisasi* menjadi sukses dalam
menjalankan fungsinya.
Dengan sistem hukum yang
progresif, UUAdvokatharusdi-
ubah dan sistem multibar asso-
ciation harus segera disahkan
karena sistem single bar associa-
tiontidak sesuai lagi dengan
faktabahwa apayang diatur da-
lam UU Advokat tidak sesuai
lagi dengan kenyataan. Klaim

wadah tunggaladalahilusiyang
bertentangansecarafaktualde-
ngan ada 15 organisasi advokat
yang menjalankan aktivitasnya
masing-masing dan memiliki
anggota yang tersebar di selu-
ruh provinsidiIndonesia.

Ide wadah tunggal adalah
berasal dari rezim Orde Baru
yangkorporatif di mana semua
organisasi disatukan agar mu-
dahdiawasi. Halinicocokuntuk

5 negarapen]agamalam (nacht-

wakersstaat), di mana tugas pe-
merintah adalah' memperta-

- hankan ketertiban umum dan

keamanan negara melalui
pengawasan ' kepada setiap
orang atau kelompok sehingga
tidak cocok untuk diimplemen-
tasikan di negara yang meng-
anut asas demokrasi. Pada
waktu UU Advokat disusun
akhir 1990-an dan permulaan
2000-an ide wadah tunggal
muncul kembali dengan pemi-
kiran penyatuan organisasi ad-
vokat melalui UU Advokat akan
berhasil. Tetapi, kenyataannya
setelah 12 tahun diundangkan
UU Advokat tersebut, masih
saja secara faktual terbentuk
multibar association. Ide wadah
tunggal menjadi gagal. Menya-
tukan masyarakat dengan akar
kemajemukanmemangsulitse-
hingga tidak ada jalan lain, sis-
tefn yang tidak cocok dengan
struktur dan kultur Indonesia
‘ituharusdiubahmenjadisistem
multibar associationdan disah-
kansecepatnyaoleh DPRRI.
Selainitu, harusdiingatjuga,
pendidikan dan ujian advokat
jangan sampai dikomersialkan
lagidanorganisasiprofesiadvo-
kat harus hidup dari iuran dan
sumbangan anggota sesuai de-
ngan kaidah universal profesi
advokat dan bukan hidup dari
uang kursus atau pelatihan ad-
vokat dan pelantikan advokat.

:Demikian pula pengaturan

praktik hukum advokat asing
danpembatasannyaharus dise-
suaikan dengan "IBA Standard
For Foreign Legal Consultant’.
DPRRIharusmempunyaipoliti-
cal will yang kuat untuk segera
mengesahkan RUU, Advokat
baru yang menganut sistem
multibar associationdemi ke-
maslahatan masyarakat dan
pencarikeadilan. ®



